BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.8, 2009 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Ketenagalistrikan.
Infrastruktur. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 04/M-IND/PER/1/2009
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUKS|I DALAM NEGERI UNTUK
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kualitas barang dan jasa produks dalam negeri mampu
menunjang pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan mulai
dari pembangkit, jaringan transmis sampa dengan
pendistribusiannya;

b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan industri dan
meningkatkan daya saing barang dan jasa produk dalam negeri
guna mendukung kemandirian pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan nasional, perlu pengaturan penggunaan
produksi dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa
pemerintah untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan,
dalam bentuk pedoman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, pelu dkeuakan Peraturan Menteri
Perindustrian;
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Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3833);

Peraturan Pemerintah  Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3956);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95
Tahun 2007,

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun
2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah bebergpa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Unit Organisass dan Tugas Eselon | Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2006
tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/6/2006;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM
NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KETENAGALISTRIKAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Infrastruktur ketenagalistrikan adalah kegiatan pembangunan
yang mencakup pembangunan pembangkit listrik, jaringan
transmis sampal jaringan distribus.

2. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan adalah proses
pembangunan sistem ketenagalistrikan yang dilakukan oleh
Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan pemegang ijin
pembangunan Pembangkit listrik untuk Kepentingan Umum
(PIUKU).

3. Produks dalam negeri adalah barang dan jasa termasuk
rancang bangun dan perekayasaan yang diproduks atau
dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduks
di Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya
dimungkinkan menggunakan bahan baku/komponen impor.

4. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut
TKDN adaah besaran komponen dalam negeri pada barang,
jasa dan gabungan barang dan jasa.

5. Komponen dalam negeri untuk barang adalah penggunaan
bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan dalam negeri
yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan
penyelesaian akhir pekerjaan yang dilaksanakan di dalam
negeri.

6. Komponen dalam negeri untuk jasa adalah jasa yang dilakukan
di dalam negeri dengan menggunakan tenaga ahli dan
perangkat lunak dari dalam negeri.

7. Komponen dalam negeri untuk gabungan barang dan jasa
adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan
perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikas,
perakitan, penyelesaian pekerjaan serta jasa yang dilakukan di
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

dalam negeri dengan menggunakan jasa tenaga ahli dan
perangkat lunak dari dalam negeri.

Besaran nila TKDN Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah
besaran nilai TKDN untuk pembangunan pembangkit listrik
yang mencakup barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.
Barang adalah benda yang dapat digunakan sebagai komponen
utama, komponen pembantu, barang jadi, barang setengah jadi,
peralatan, suku cadang, bahan baku, bahan pelengkap dan
bahan pembantu pada sSistem, sub sistem infrastruktur
ketenagalistrikan.

Jasa adalah Jasa Konsultansi, Jasa Kontraktor EPC
(Engineering, Procurement, Construction), Jasa Pelaksanaan
Pembangunan dan Pemasangan, Jasa Pengujian dan Sertifikas,
Jasa Pelatihan, Jasa Pengoperasian dan Jasa Pemeliharaan serta
Jasa Pendukung Lainnya termasuk Jasa Asurans, Jasa
Penyewaan dan Jasa Angkutan.

Perusahaan Engineering, Procurement and Construction yang
selanjutnya disebut Perusshaan EPC adalah layanan jasa
gabungan perencanaan/perancangan/rancang bangun jasa
konstruksi, pengadaan peralatan dan material, dan pelaksanaan
jasa konstruks (pembangunan) termasuk operasi, pemeliharaan
dan pengujian.

Pengguna barang/jasa  adadlah kepala  kantor/satuan
kerja/lpemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna
anggaran pemerintah pusat/daerah/kontraktor kontrak kerja
sama/pgabat yang disamakan sebaga pemilik pekerjaan yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
dalam lingkungan unit kerja/proyek pembangunan pembangkit
listrik.

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan usaha penyediaan barang dan jasa untuk
pembangunan pembangkit listrik.

Preferenss Harga adalah nila penyesuaian atau normalisas
harga terhadap harga penawaran dalam proses pengadaan
barang dan jasa.

Direktur/Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktur/
Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka,
Departemen Perindustrian.
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Pasal 2

(1) Setigp pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk
kepentingan umum wajib menggunakan barang dan atau jasa
produksi dalam negeri.

(2) Kewajiban penggunaan barang dan atau jasa produks dalam
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan
dalam:

a. dokumen |lelang/penawaran barang dan atau jasa; dan

b. kontrak pelaksanaan pembangunan Infrastruktur
ketenagalistrikan.

(3)Penetapan peserta lelang menjadi pemenang lelang penyedia
barang dan aau jasa oleh pengguna barang/jasa harus
memenuhi besaran nila TKDN barang dan atau jasa sesua
jenisinfrastruktur ketenagalistrikan yang disyaratkan.

BAB Il
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN
Bagian Pertama
Tingkat Komponen Dalam Negeri
Pasal 3
Besaran nilai TKDN infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari:

a. Besaran nila TKDN Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
Batubara, yaitu besaran nila TKDN untuk pembangunan
pembangkit listrik tenaga uap batubara yang mencakup
gabungan barang dan jasa, dengan bobot dan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran | Peraturan Menteri
ini;

b. Besaran nilat TKDN Pembangkit Listrik Tenga Air (PLTA),
yaitu besaran nilai TKDN untuk pembangunan pembangkit
listrik tenaga air yang mencakup gabungan barang dan jasa,
kecuali bendungan dan tunnel, dengan bobot dan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran |l Peraturan Menteri
ini;

c. Besaran nilat TKDN Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP),
yaitu besaran nilai TKDN untuk pembangunan pembangkit
listrik tenaga panas bumi yang mencakup gabungan barang dan



